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BUPATI GROBOGAN 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

NOMOR  8   TAHUN 2016 

 
 

TENTANG 

KEUANGAN DAN ASET DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
 

BUPATI GROBOGAN, 
 

 
 
 
 

Menimbang  : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa men imbulkan hak 

  dan kewajiban  desa  yang  perlu  dikelola  dalam suatu  sistem 

  pengelolaan keuangan dan aset desa;  

 b. bahwa  pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa sebagaimana 

  dimaksud  huruf  a  perlu  dilaksanakan  secara terbuka  dan 

bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat, yang 

diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

c.  bahwa   dengan   diundangkannya   Undang-Undang   Nomor   6 
 

Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 
 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang   Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   6 

Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan mengenai keuangan 

dan aset desa perlu diatur kembali; 

d.  bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud 

dalam  huruf  a,  huruf  b  dan  huruf  c,  perlu  menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Keuangan dan Aset Desa; 

SALINAN 
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Mengingat    :  1.  Pasal   18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 
 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
 

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 
 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
 

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
 

5717); 
 

7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 

Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana 
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Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
 

Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 
 

Nomor  88,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
 

Nomor 5694); 
 

8.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
 

2016 Nomor 53); 
 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
 

 
 

dan 
 

 
 

BUPATI GROBOGAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA. 
 

 
 

BAB I KETENTUAN 

UMUM 

 
 

Pasal 1 
 

 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1.  Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
 

2.  Bupati adalah Bupati Grobogan. 
 

3.  Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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5. Camat  adalah  pemimpin  dan  koordinator  penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 

pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan di daerah. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan     Desa     adalah     penyelenggaraan     urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

9. Badan    Permusyawaratan    Desa    atau    yang    selanjutnya 

disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan    yang    anggotanya    merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

10. Peraturan    Desa    adalah    peraturan    perundang- undangan 

yang   ditetapkan   oleh   Kepala   Desa   setelah   dibahas   dan 

disepakati bersama BPD. 

11. Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Desa,    selanjutnya 

disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

13. Aset   Desa   adalah   barang   milik   Desa   yang   berasal   dari 

kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa 

atau perolehan hak lainnya yang sah. 
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14. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki 

oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan 

asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. 

 
 

BAB II 

KEUANGAN DESA 

 
 

Bagian Kesatu 
 

Umum 
 

 
 

Pasal 2 
 

 
 

(1) Keuangan  Desa  merupakan  semua  hak  dan  kewajiban  Desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban Desa. 

(2) Hak  dan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan,  dan 

pengelolaan Keuangan Desa. 

(3) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan melalui APBDesa, Perubahan APBDesa 

dan/atau Pertanggungjawaban APBDesa. 

 
 

Bagian Kedua 
 

Asas Pengelolaan Keuangan Desa 
 

 
 

Pasal 3 
 

 
 

(1) Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan, 

akuntabel,   partisipatif   serta   dilakukan   dengan   tertib   dan 

disiplin anggaran. 

(2) Pengelolaan   keuangan   Desa   dilaksanakan   dalam   masa 1 

(satu)  tahun  anggaran  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari 

sampai dengan 31 Desember. 
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Bagian Ketiga 
 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
 

 
 

Pasal 4 
 

 
 

(1) Kepala    Desa    adalah    pemegang    kekuasaan    pengelolaan 

keuangan Desa. 

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa 

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  kepala  Desa 

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. 

 
 

Bagian Keempat 
 

APBDesa 
 

 
 

Pasal 5 
 

 
 

(1) Rancangan   peraturan   Desa   tentang   APBDesa   disepakati 

bersama  oleh  kepala  Desa  dan  BPD  paling  lambat  bulan 

Oktober tahun berjalan. 

(2) Rancangan  peraturan  Desa  tentang  APBDesa  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada 

bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) 

Hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(3) Bupati  mendelegasikan  evaluasi  rancangan  peraturan  Desa 

tentang APBDesa kepada camat. 

(4) Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  ditetapkan  paling  lambat 

tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. 

 
 

Pasal 6 
 

 
 

(1) Kepala  Desa  menerima  informasi  dari  Gubernur  mengenai 

rencana bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi. 

(2) Kepala Desa menerima informasi dari Bupati mengenai rencana 

Alokasi Dana Desa, bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah 

untuk Desa, serta  bantuan  keuangan  yang  bersumber  dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 
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(3) Informasi  dari  gubernur  dan  bupati  sebagaimana  dimaksud 

pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   menjadi   bahan   penyusunan 

rancangan APBDesa. 

 
 

Pasal 7 
 

 
 

(1) Dalam hal terjadi perubahan dan/atau pergeseran pendapatan, 

belanja dan pembiayaan dapat dilakukan perubahan APBDesa. 

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 
 

1 (satu) tahun anggaran. 
 

(3) Dalam hal informasi dari Gubernur dan Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diterima setelah penetapan 

Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur 

dengan Peraturan Kepala Desa dan selanjutnya diinformasikan 

kepada BPD. 

 
 

Pasal 8 
 

 
 

APBDesa, terdiri atas : 

a.  Pendapatan Desa; 

b.  Belanja Desa; dan 

c.  Pembiayaan Desa. 

 
 

Paragraf 1 
 

Pendapatan Desa 
 

 
 

Pasal 9 
 

 
 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 

bersumber dari : 

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil 

aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain 

pendapatan asli Desa; 

b.  alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
 

c.  bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; 
 

d.  alokasi dana Desa; 
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e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten; 

f. hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari  pihak 

ketiga; dan 

g.  lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
 

(2) Pendapatan   Desa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1), 

merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki 

kepastian dasar hukum penerimaannya meliputi semua 

penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak 

desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh desa. 

(3) Pendapatan   Desa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 
 

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 
 

 
 

Pasal 10 
 

 
 

(1) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
 

huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa. 
 

(2) Hasil aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 

a antara lain hasil pemanfaatan tanah kas desa, tambatan 

perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. 

 
 

Pasal 11 
 

 
 

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan dana desa dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 

desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

 
 

Pasal 12 
 

 
 

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana 

dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  c  paling  sedikit  10% 

(sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan 

retribusi daerah. 
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Pasal 13 
 

 
 

Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana 

perimbangan  yang diterima  Daerah dalam anggaran pendapatan 

dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

 
 

Pasal 14 
 

 
 

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  dana  desa,  tata  cara 

pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, 

dan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 
 

Paragraf 2 
 

Belanja Desa 
 

 
 

Pasal 15 
 

 
 

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, 

meliputi  semua  pengeluaran  dari  rekening  desa  yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

batas paling tinggi pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. 

(3) Belanja    desa    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) 

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan 

kewenangan Desa. 

(4) Belanja    Desa    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) 
 

diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. 
 

 
 

Pasal 16 
 

 
 

(1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul 

dan kewenangan  lokal  berskala  Desa  didanai oleh APBDesa. 

(2) Penyelenggaraan      kewenangan      lokal      berskala      Desa 

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  selain  didanai  oleh 
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APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

(3) Penyelenggaraan   kewenangan   Desa   yang   ditugaskan   oleh 

Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja 

negara. 

(4) Penyelenggaraan   kewenangan   Desa   yang   ditugaskan   oleh 

pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan 

belanja daerah. 

 
Paragraf 3 

 

Pembiayaan Desa 
 
 

Pasal 17 
 

 
 

(1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c 

meliputi   semua   penerimaan   yang   perlu   dibayar   kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas kelompok : 

a.  Penerimaan Pembiayaan; dan 

b.  Pengeluaran Pembiayaan. 

 
 

Pasal 18 
 

 
 

Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan serta guna 

mendukung pemerintah, pemerintah daerah dalam penganggaran 

dalam APBDesa, setiap tahun Bupati menyusun Peraturan Bupati 

tentang Pedoman Penyusunan APBDesa. 

 
 

Pasal 19 
 

 
 

(1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi : 
 

a.  perencanaan; 
 

b.  pelaksanaan; 
 

c.  penatausahaan; 
 

d.  pelaporan; dan 
 

e.  pertanggungjawaban. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 
 

BAB III 

ASET DESA 

 
 

Bagian Kesatu 
 

Umum 
 

 
 

Pasal 20 
 

 
 

(1) Aset   Desa   dapat   berupa   tanah   kas   Desa,   pasar Desa, 

pasar  hewan,  tambatan  perahu,  bangunan  Desa,  pelelangan 

hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, 

pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. 

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
 

antara lain : 
 

a.  kekayaan   Desa   yang   dibeli   atau   diperoleh   atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, serta APBDesa; 

b.  kekayaan    Desa     yang    diperoleh    dari    hibah    dan 

sumbangan atau yang sejenis; 

c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d.  hasil kerja sama Desa; dan 
 

e. kekayaan   Desa   yang   berasal   dari   perolehan lainnya 

yang sah. 

(3) Desa dapat menerima hibah kekayaan  milik  Pemerintah  dan 
 

Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa. 
 

 
 

Pasal 21 
 

 
 

(1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 
 

meliputi : 
 

a.  tanah prancangan; 

b.  tanah bengkok; dan 

c.  tanah desa lainnya. 
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(2) Tanah prancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan tanah kas desa yang dimanfaatkan untuk mendanai 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(3) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan tanah kas desa yang selama ini digunakan untuk 

tambahan tunjangan dan penghargaan kepala Desa dan 

perangkat Desa. 

(4) Tanah desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c merupakan tanah kas desa yang digunakan untuk fasilitas 

umum di desa meliputi balai desa, kantor desa, kuburan, jalan 

desa, sarana sosial antara lain tempat ibadah, pos keamanan 

lingkungan,  lapangan,  sarana  pendidikan,  sarana  kesehatan 

dan sarana sosial lainnya, serta fasilitas umum lainnya. 

 
 

Bagian Kedua 
 

Pengelolaan Aset Desa 
 

 
 

Paragraf 1 
 

Umum 
 

 
 

Pasal 22 
 

 
 

Pengelolaan aset desa meliputi rangkaian kegiatan : 
 

a.  perencanaan; 
 

b.  pengadaan; 
 

c.  penggunaan; 

d.  pemanfaatan; 

e.  pengamanan; 

f.   pemeliharaan; 

g.  penghapusan; 

h.  pemindah-tanganan; 
 

i.   penatausahaan; 
 

j.   pelaporan; 
 

k.  penilaian; dan 
 

l.   pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
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Paragraf 2 
 

Asas Pengelolaan Aset Desa 
 

 
 

Pasal 23 
 

 
 

(1) Pengelolaan    aset    desa    dilaksanakan    berdasarkan    asas 

kepentingan  umum,  fungsional,  kepastian hukum, 

keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian 

nilai ekonomi. 

(2) Pengelolaan    aset    desa    dilakukan   untuk   meningkatkan 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta 

meningkatkan pendapatan Desa. 

(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD. 

 

 

Paragraf 3 

Tata Cara Pengelolaan Aset Desa 
 

 

Pasal 24 
 

 

(1) Kepala  Desa  sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  aset 
 

Desa. 
 

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepala Desa dapat menguasakan sebagian 

kekuasaannya kepada perangkat Desa. 

 
 

Bagian Ketiga 
 

Administrasi dan Status Hukum Aset Desa 
 

 
 

Pasal 25 
 

 
 

(1) Pemerintah        Desa        wajib        menginventarisir        dan 

mengadministrasikan Aset Desa. 

(2) Aset  Desa  berupa  tanah  kas  desa  harus  diperjelas  status 

hukum kepemilikannya. 

(3) Status hukum kepemilikan tanah kas desa adalah Sertifikat hak 

atas tanah. 

(4) Sertifikat hak atas  tanah milik Desa  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) atas nama Pemerintah Desa. 
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(5) Sertifikat   tanah   kas   desa   asli   disimpan   pada   Bagian 
 

Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah. 
 

(6) Bangunan  milik  Desa  harus  dilengkapi  dengan  bukti status 

kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. 

(7) Aset   milik   Desa   yang   telah   diambil  alih  oleh Pemerintah 

Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah 

digunakan untuk fasilitas umum. 

 
 

Pasal 26 
 

 
 

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengelolaan  aset  desa  diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

 
 

BAB IV KETENTUAN 

PERALIHAN 

 
 

Pasal 27 
 

 
 

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa berdasarkan 

ketentuan Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 1 

(satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. 

(2) Perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna 

dan bangun   guna   serah   yang   telah   ada   pada   saat 

diundangkannya Peraturan daerah ini tetap berlaku sampai 

dengan berakhirnya masa perjanjian. 

 
 

BAB V KETENTUAN 

PENUTUP 

 
 

Pasal 28 
 

 
 

(1) Pada  saat  peraturan  daerah  ini  mulai  berlaku,  Peraturan 

Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 seri E) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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(2) Peraturan  pelaksanaan  pengelolaan  aset  desa  sebagai  tindak 

lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 

2009   tentang   Sumber   Pendapatan   dan   Kekayaan   Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 

seri E) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 29 
 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Grobogan. 

 

 
Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal 15 Agustus 2016 

BUPATI  GROBOGAN, 

 

Cap TTD 

 

SRI SUMARNI 

 

Diundangkan di Purwodadi 

pada tanggal  15 Agustus 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GROBOGAN, 

 

Cap TTD  

 

SUGIYANTO 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 8 
 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH ( 8/2016 ) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

NOMOR   8  TAHUN 2016 

 

 

TENTANG 
 

 
 

 
I.   UMUM 

KEUANGAN DAN ASET DESA 

 

 
 

Peraturan Daerah tentang Keuangan dan Aset Desa dimaksudkan untuk 

memberikan landasan sekaligus kepastian hukum terhadap pelaksanaan 

pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Grobogan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, setelah diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. 

 

Dengan penyusunan Peraturan Daerah yang baru ini diharapkan segala 

perubahan yang ada pada aturan yang baru telah terakomodir di dalam 

Peraturan Daerah ini sehingga tidak terdapat ketentuan yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

 

Peraturan Daerah tentang Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten 

Grobogan, memuat  Keuangan  desa  yang mencakup pokok-pokok Keuangan 

Desa secara umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Desa, Struktur APBDesa dan Sumber Pendapatan Desa. 

 

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan 

asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana 

perimbangan  keuangan  pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah, alokasi 

anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, serta hibah dan sumbangan yang tidak 

mengikat dari pihak ketiga. 

 

Selain keuangan desa dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur 

mengenai aset desa yang meliputi pengaturan mengenai Jenis Aset Desa, Asas, 

Tata Cara Pengelolaan Aset Desa, serta Administrasi dan status Hukum Aset 

Desa. 
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II.  PASAL DEMI PASAL 
 

 
 

Pasal 1 
 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat (1) 
 

Yang dimaksud dengan pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa adalah Kepala Desa karena jabatannya mempunyai 

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan keuangan desa. 

Ayat (2) 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 5 
 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Huruf a 
 

Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah pendapatan 

yang  berasal  dari     kewenangan  Desa  berdasarkan  hak  asal 

usuldan kewenangan skala lokal Desa. 

Yang dimaksud dengan “hasil usaha” adalah hasil Badan Usaha 
 

Milik Desa. 

Huruf b 

Yang    dimaksud  dengan  “Anggaran    bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang 

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   yang   digunakan   untuk 

membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 
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Huruf c 
 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang    dimaksud dengan “lain-lain   pendapatan Desa yang sah” 

adalah  antara  lain  pendapatan  sebagai hasil  kerja sama dengan 

pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa. 
 

Pasal 10 
 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa 

ditentukan  10%  (sepuluh  perseratus)  dari  dan di luar dana Transfer 

Daerah (on top) secara bertahap. 

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan 

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

tingkat  kesulitan  geografis  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan 

dan pemerataan pembangunan Desa. 

Pasal 12 
 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 
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Pasal 19 
 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 
 
 
 
 
 

TAMBAHAN        LEMBARAN                DAERAH        KABUPATEN        GROBOGAN 

TAHUN 2016 NOMOR 8 


